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RINGKASAN 
 
Laju perkembangan perkreditan di Indonesia menuntut adanya sistem 
peraturan hukum yang efisien, jelas dan tepat sasaran dalam setiap pembuatan 
perjanjiannya serta dapat melindungi hak-hak para pihaknya, baik dari pihak 
kreditur maupun debitur. Pada prakteknya hubungan pinjam-meminjam ini dapat 
dituangkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan berupa perjanjian kredit. Adapun 
yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah perjanjian atau kesepakatan 
pinjam-meminjam yang dibuat antara bank dengan nasabah atau debiturnya 
tentang pemberian kredit atau pembiayaan yang mewajibkan nasabah atau debitur 
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 
atau imbalan bagi hasil. Dengan adanya perjanjian pinjam-meminjam ini muncul 
suatu hubungan hukum, yaitu hubungan hutang piutang di mana ada hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik debitur maupun 
kreditur. 
Hubungan hukum tersebut akan berjalan dengan baik apabila kedua 
belah pihak dapat menjalankan  semua kewajibannya  tepat pada waktu  yang 
diperjanjikan  dan apabila  hubungan  hukum  itu tidak  berjalan  dengan  lancar  
maka perjanjian  kredit merupakan alat bukti yang kuat bagi kreditur. Dengan 
demikian untuk lebih memberikan kepastian hukum maka perjanjian kredit 
tersebut sebaiknya dituangkan secara tertulis dalam akta notariil. 
Sebagaimana  diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang  Hukum 
Perdata (KUH Perdata), akta notariil merupakan akta otentik apabila dibuat 
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oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, dibuat sesuai dengan bentuk yang 
telah ditetapkan oleh Undang-undang dan dibuat di wilayah kerja Notaris yang 
berwenang. Apabila ketentuan ini diabaikan oleh banyak pihak termasuk oleh 
Notaris sendiri maka akibatnya sebuah akta akan kehilangan otentisitasnya. 
Suatu perjanjian secara ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi 
sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian namun pada 
kondisi tertentu sering ditemui perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. 
Namun  dalam  pelaksanaannya  perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah 
(KPR)  sering  ditemui  permasalahan  diantaranya  adalah  pemindahan  hak atas 
objek KPR yaitu rumah, yang dilakukan di bawah tangan oleh debitur kepada 
pihak lain sebelum KPR tersebut lunas tanpa sepengetahuan pihak bank atau 
dikenal oleh masyarakat dengan istilah over kredit. 
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Abstrak 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada 
debitur untuk membeli tanah dan/atau bangunan guna dimiliki dengan membayar 
angsuran cicilan kepada bank pemberi kredit. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan perjanjian over kredit (alih debitur) secara dibawah 
tangan terhadap keabsahan  kepemilikan  rumah  objek  KPR. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa dalam perjanjian pengalihan kredit (over credit) secara 
dibawah tangan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja dalam hal 
ini pihak penjual dan pembeli, dimana pihak bank tetap hanya mengakui pihak 
penjual sebagai debitur bank yang sah sehingga pihak pembeli selaku penerima 
pengalihan kredit tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum yang kuat. 
 
Kata kunci : Perjanjian Kredit, Pengalihan 
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Abstract 
Credit home equity loan are loans given by banks to customers for purchase of 
land and / or buildings owned in order to pay installments to the bank mortgage 
lenders. this study has the objectives to determine the effect of take over contract 
of credit home equity loans in unauthentic deeds towards the legitimacy of credit 
home loans house ownership and the legal protections that may be applied to 
the   parties of the take over credit contract. The result of research indicate that 
take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds only applies 
to the parties that made the agreement, in this case the seller and the buyer, 
whereby the bank will only acknowledge the seller as the legitimate bank debtor, 
thus, the buyer as the recipient of the take over credit will not obtain an adequate 
legal protection. Moreover, a notary has the obligation to recommend, suggestions 
and inputs for the seller as well as the buyer with the intention that the take over 
credit contract is produced through means of authentic certification.. 
 
Keywords: Credit contract, Take over 
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BAB IV 
PENUTUP 
4.1     Kesimpulan 
          Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini, antara lain : 
a. Meskipun para pihak membuat akta di hadapan notaris dalam hal 
pengalihan kredit rumah ke pihak ketiga (over credit) tanpa persetujuan 
bank maka akta notaris tetap mempunyai kekuatan eksekutorial 
sebagaimana halnya putusan hakim. Akta notaris merupakan akta 
otentik yang memberikan kepada para pihak atau mereka yang 
memperoleh hak dari para pihak itu, suatu bukti yang sempurna tentang 
apa yang dibuat/ dilakukan di dalamnya menjamin kepastian tanggal, 
waktu, dan tempat. Ini berarti bahwa akta otentik mempunyai kekuatan 
bukti sedemikian rupa, karena dianggap melekatnya pada akta itu 
sendiri, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bagi hakim. 
b.  Pengalihan rumah di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi 
hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena rumah 
itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank, sehingga 
Bank dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti kerugian 
pembatalan atas jual beli rumah oleh debitur lama yang dilakukan di  
bawah tangan dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya.  
Penjualan rumah di  bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan 
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kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada Bank. Dengan 
demikian akta yang dibuat Notaris sebagai terlampir merupakan 
perbuatan hukum. 
4.2     Saran 
1) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 bahwa 
perjanjian itu diartikan sebagai suatu persetujuan adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang lain atau lebih, saran saya sebaiknya ada pembaharuan terhadap 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata supaya mudah di pahami oleh 
masyarakat luas. 
2) Peningkatan ketelitian penerapan prosedur dalam pemberian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) sebagai upaya pencegahan pengalihan 
perjanjian KPR yang dilakukan di bawah tangan, mengingat masih 
adanya masyarakat yang terkena imbasnya, dalam penegakannya hukum 
harus mempertimbangkan berbagai faktor lain diluar hukum yang 
mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk taat terhadap hukum. 
3) Sosialisasi kepada masyarkat dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) selaku pemerintah, dan pihak Bank sendiri melalui 
media hiburan, seminar dan melalui penyebaran brosur mengenai 
prosedur pengalihan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada 
masyarakat atau bahkan tayangan iklan agar masyarakat paham 
pentingnya alih perjanjian KPR yang aman dan dilindungi hukum 
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sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat. 
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